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Pembuk.iian terbalik berimbang dan terbatas belwn diterapkan secara efek:tif 
di dalam membuktikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, 
berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasaiahan yang 
dibahas, yakni: 1) bagaimana pengaturan pembu.ktian terbalik berimbang dan terbatas 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) bagaimana penerapan 
pembuktian terbalik berimbang dan terbatas pada harta hasii peredaran narkotika 
dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/PN.Mdn; 3) Apa hambatan-hambata.n. dan 
upaya dalam penerapan pembuk:tian terbalik berimbang dan terbatas. 

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalarn pene1itian ini yakni 
menggunakan metode yuridis norrnatif yang bersifat desk.riptif analitis dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan clengan pembuktian 
terbalik berimbang dan terbatas. Teknik pengumpulan data dilakukan cara 
librmy research danfield research. 

Berdasarkan pennasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan 

pembuktian terbalik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; 

Proses pembuk.iian dalam Putusan Nomor 427/Pid.B/2014/Pn.Mdn tidak menganut 
sistem pembuktian terbalik berimbang dan terbatas; Hambatan penerapan pembuktian 

terbalik berimbang dan terbatas dari segi substansi, di Indonesia masih berlaku asas 

hukum "lex superior derogat legi inferiori", dari segi struktur hukum pemahaman 

para penegak hukum terhadap pembuktian terbalik berimbang dan terbatas masih 

kurang dan dari segi budaya hukum Hakim lebih cenderung menggunakan 

pembuktian yang diatur dalam KUI-IAP. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka 

dapat disarankan: 1) perlunya pelatihan khusus untuk Ha�-irn maupun Jaksa terkait 

penerapan pembuktian terbalik dan berimbang; 2) diperlukan peraturan perundang

undangan yang mengatur secara khusus mengenai hukum acara pembuktian terbaiik; 

3) memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat. 

Kata kunci: Pembuktian terbalik, berimbang dan terbatas, Narkotika. 
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ABSTRACT 

THE IMPLEA1ENTATJON OF BALANCED AND LIIvllTii.lJ REVERSAL OF 

THE BURDEN OF PROOF IN PROPERTY OB'D4INED FRO�! 

NARCOTICS TRAFFICKING 
(4 Case Study on the Ruling No. 427/Pitl.B/20l4/Pn.1Yldn) 
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Balanced and limited reversal of the burden o/ proof has not been 
implernented effectively in proving the property emanated fro;n tnoney laundering 
crinzinal act. The research problems are as follows: I) how about the regulation 
on balanced and limited reversal of the burden of proof in the legal provisions in 
Indonesia, 2) how about the implementation of balanced and limited reversal of 
the burden of proof concerning the property drug trafficking in the 
Ruling No. 427/Pid.Bi2014/PNlvfdn, and 3) hmv about the obstacles and efforts 
in implementing balanced and limited reversal of the burden ofproof 

The research used juridical normative and descriptive analytic method by 
analyzing all legal provisions related to the balanced and limited reversal of the 
burden of proof The data were gathered by conducting library research andfield 
research method. 

Based on the research problems, it can be concluded that l) the regulation 
on reversal of the burden of proof has been stipulated in the Indonesian legal 
provisions, 2)the process of evidence in the Ruling No. 427P1d.B/20l 4/Pn.Afdn 
does not follow the balanced and limited reversal of the burden o.fproof, and 3) 
from its substance, the obstacles in the implementation of balanced and limited 
reversal of the burden of proof in Indonesia still uses the legal principle of "lex 
superior derogate legi il?feriori ", and ft·om its legal structure, law e11forcement 
officials' awareness of balanced and limited reversal of the burden of proof is still 
low, and fi·om its juridical culture, judges tend to use evidence stipulated in 
KUl-IAP (Code of Law of Criminal Procedure). It is recommended that I) Special 
training for Judges and Attorneys, concerning the implementation of balanced 
and limited reversal of the burdei1 of proof: should be provided, 2) legal 
provisions which specifically regulates the procedure of reversal of the burden of 
proof should be need, and 3) legal counseling for people shoyid also be provided. 

Keywords: Reversal of the Burden of Proof, Balanced and Limited, l·larcotics 
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BAH ! 

A. :Latar Belaka n g  

Pencucian uang (money laundering) adalah suatu kejahatan ganda yaitu 

terdiri dari kej ahatan asal (predicate crime) dan kejahatan pencucian uang 

seharnsnya dapat dilakukan dengan lebih e:fisien clan efektif. 1Pelaku dan hasil 

tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk 

selanjutnya basil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan 

kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang, apabi la harta kekayaan 

yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, 

dengan sendirinya akan dapat menurunkan kriminailtas 

Masaiah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah 

money laundering telah iama dikenal sej ak tahun 1 930 .  Muncul nya istilah tersebut 

ernt kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini 

dibel i  oleh para mafia AS atau dana yang dipernleh dari berbagai usaha gelap 

( illegal) yang untuk selanj utnya dipergunakan sebagai pencucian uang dari basil-

hasil transaksi illegal berupa pelacuran, minuman keras atau perj udian.2 

Modus serupa dikhawatirkan j uga akan dipergunakan di Indonesia, 

sehingga Pemerintah Republik Indonesia memandang peri u untuk bersama-sama 

dengan anggota masyarakaf dunia l ainnya secara aktif n-,engambil bagian dalam 

upaya memberantas peredaran Narkotika dan Psikotr•Jpika. Langkah nyata dari 

1 Jahja, Juni Sjafrien, lvfelawan Money Laundering I Mengenal, l'vfencegah & 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Visi Media, Jakarta. 20 l 2. him. v 

2N H.T Siahaan, 1\4oney Laundering-Pencucian Uang clan kejahatan Perbankan, Pusiaka 
sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 6 

dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan 

basil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan 

berhak. Dalam Dalam Dala konsep anti pencucian uang, apabi la harta 

dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau 

rinya akan dapat menurunkan kriminailtas 

Masaiah tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan 

undering telah iama dikenal sej asej ase k tahun 1 930 .  Muncul nya istilah 

kaitannya dengan perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusa

para mafia AS atau dana yang dipernleh dari berbagai usaha 

untuk selanj uanj uan tnya j utnya j u dipergunakan sebagai pencucian uang dari 
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komitmen pemerintah tersebut diwuj udkan dengan United 

Nation Convention Against Illicit frajfic In Narcotic Drugs and Psychothropic 

Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran 

GelapNarkotika dan Psikotropika, 1 988) yang te lah diratifikasi dalam UU RI No. 

7 Tahun 1 997 pada tanggal 24 Maret 1 997. Konvensi tersebut menegaskan 

pentingnya merampas aset hasil  tindak pidana narkotika, dalam angka 

memberantas kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

Kejahatan peredaran narkotika adalah sumber uang haram yang paling 

dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang utama. 

Selanj utnya, dinyatakan p ul a  bahwa rezirn anti pencucian uang yang efekti f  sangat 

berpengaruh terhadap upaya rnemerangi peredaran narkoba dengan cara 

menghambat masu nya uang atau hasil bisnis harnm itu ke dalam sistem 

keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang j uga berfungsi mencegah 

sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. 

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas 

perekonomian negara, maka sej umlah negara telah menetapkan aturan yang cukup 

ketat guna mengungkap money laundering sebagaimana diutarakan oleh B arda 

Nawawi Arier3 bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal 

P?licy) pada hakekatnya mernpakan bagian integral dari upaya perlindungan 

masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (spcial 

3Barda Nawawi Arif Masalah Penegakan Hukum dan JS:ehi)akan Penangguh111gan 
Kejahatan, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 73 

kejahahah tan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. 

ahatan peredaran narkotika adalah sumber uang haram yang 

dominan dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) yang 

dinyatakan p ul a  bahwa rezirn anti pencucian uang yang efekt

terhadap upaya rnemerangi peredaran narkoba dengan 

masu nya uang atau hasil bisnis harnm itu ke dalam 

samping itu, rezim anti pencucian uang j uga berfungsi 

uangan dijadikan sasaran dan sarana kejakejake hatan. 

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap 

omian negara, maka sej umlah negara telah menetapkan aturan yang 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DA.FTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abidin Farid, A. Zainal, 1 995, Hulwm Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 

Amrul lah, Arief, 2004, Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang), 

Bayu Media, Malang. 

Ashshofa, B urhan, 200 1 ,  }vfetode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Rineka 

Cipta, Jakarta. 

Afiah, Ratna Nurul, 1 998, Barang Bukti Dalam Proses Pidana,S inar Grafika, 

Jakarta. 

Anwar, Yesmil  dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, 

& Pelaksanaannya Dalam PenegakanHukum di lndonesia,cetakan 

pertama, Widya Padjaj aran, Bandung. 

Arief, Barda Nawawi , 1 99 8, Beberapa A.spek Keb ijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

, 2002, i\1asalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan,PT. Citra Aditya Bakti ,  Bandung, 

C etakan ke 2 .  

Chandra Sihombing, Dedy, 20 12,  Penggunaan lnstrumen Anti Pencucian Uang Dalam 

penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Ur.iversitas 

Sumatra Utara, Medan. 

Chazawi, Adami,  2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Almnni, 

Bandung 

, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di 

Indonesia, Bayumedia Pub li shing, Malang. 

D epartemen Pendidikan N asional, 2 00 1 ,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta. 

Dhannawan, Rus, 20 1 0 ,  Kata Bijak Yang A1enyihir, Kreasi Wacana, Bantul. 

Darwin, Phil ips, 20 1 2 ,  Jvfoney Laundering (Cara A1emahami Dengan Tepat dan 

Benar Soal Pencucian Uang) , Sinar I lmu, Jakarta. 

Cipta, Jakarta. 

Ratna Nurul, 1 998, Barang Bukti Dalam Proses Pidanadanad ,S inar 

Jakarta. 

smil  dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Kom

& Pelaksanaannya anaannya anaann Dalam PenegakanHukum egakanHukum egak di lndonelndonelnd

pertama, Widya PadjaPadjaPad j ajaj aja ran, Bandung. 

Barda Nawawi , 1 99 8, Beberapa A.spek Keb ijakan b ijakan b i Penegakan 

Pengembangan Hukum Pidana,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

, , 2002, i\1asalah i\1asalah i\1 Penegakan Hukum dan 

Penanggulangan KejaKejaKe hatan,PT. Citra Aditya Bakti ,  

C etakan ke 2 .  

hombing, Dedy, 20 12,  Penggunaan lnstrumen Anti Pencucian Ua

penanggulangan anggulangan ang Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum 

Sumatra Utara, Medan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



l Ub 

Ediwannan, 20 1 5 ,  lvfonograf Jvfetode Pene/itian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, 

Tesis, dan Disertasi), PT. Sofinedia, Medan. 

Wijaya, Firman, 2008, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Maharini Press, 

Jakarta. 

Garnasih, Yenti, 2003, Kriminalisasi Pencucian U ang, Universitas Indonesia 

Program Pascasarj ana Fakultas Hukum, Jakarta. 

Kusni, Goesniadhi S ,  20 1 0 ,  Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata 

Pemerintahan Yang Baik, Nusa Jvledia, Malang. 

Hadisuprapto, Paul us, 2009, Peradilan A nak Restorat?f; Prospek Hukum Pidana 

Anak lndonesia,Yuridika Vol .  24 No. 2, Mei-Agustus. 

Hamzah, Andi,2008, Hukwn A cara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar 

Grafika, Jakarta 

-----�' 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinas Grafika, Jakarta. 

Harahap, M Yahya, 2 000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 

Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & 

Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta. 

M. Friedman, Lawrence, 1 969, The Legal System : A Social Science Perspective, 

Russel Sage Foundation, (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman 

I), New York 

, 1 969, "On Legal Development " Dalam : Rutgers Law 

Rivies, Vol. 24 (selanj utnya disebut Lawrence M. Friedman II) .  

Tahir, Heri , 20 1 0, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia, cetakan pertama, Laksbang Pressindo, Y ogyakarta. 

Juni Sjafrien, Jaltja, 2 0 1 2, lvfefawan Money Laundering l Mengenal, Mencegah & 

lvfemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Visi Media, Jakarta. 

f(J:istiana, Yudi, 20 1 5 , Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uong (Penpektif 

Hukum Progres(O,  Thafa Media, Yogyakarta. 

Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 1 993,  Hukum Tata Negara Indonesia, 

P SHTN UI, Jakarta. 

Hadisuprapto, Paul us, 2009, Peradilan A nak Restorat?f; Prospek Hukum 

Anak lndonndonnd esia,Yuridika Vol .  24 No. 2, Mei-Agustus. 

Andi,2008, Hukwn A cara Pidana Indonesia Indonesia Ind Edisi Kedua, 

Grafika, Jakarta 

-----�' 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinas Grafika, Jakarta. 

Yahya, 2 000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan rapan ra

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peni

KeKeK mbali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 

Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan 

Penyidikan)Penyidikan)Pen , Sinar Grafika, Jakarta. 

Friedman, Lawrence, 1 969, The Legal System System Sy : A Social Science Pers

Russel Sage Foundation, (Selanjuanjuan tnya disebut Lawrence M. 

I), New York 

, , 1 969, "On Legal DevelopmentDevelopmentDevelo " Dalam : Rut

UNIVERSITAS MEDAN AREA



107 

Lily Rosita, Hari Sasangka, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung, Mandar Maj u. 

Seno Adj i ,  Indriyanto, 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum 

Pidana, Diadit Media, Jakarta. 

M. Akil Mochtar, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,  

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ,  Jakarta. 

Manan, Abdul,  2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta. 

M. Philipus, Hadjon, 2002, Pengantar Administrasi Negara, Gajah Mada 

University, Yogyakarta. 

Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana NormatiJ: Teoritis, Prakttf dan 

Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung. 

, 2007, Pembahkan Beban . Pembuktian Tindak Pidana Korup i, 

Penerbit PT. Alumni, Bandung. 

Mahm ud Marzuki, Peter, 2005,  Penelitian Hukum, Cetakan ke- 1 ,  Kencana, 

Jakarta. 

Mardani ,  2008,  Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Pidaria Nasional, PT Raj a  Grafindo Persada, Jakarta. 

Mertokuswno, Sudikno, 2002,Mengenal Hukum (Suatu P engantar),Cetakan 

Ketiga, Liberty, Y ogyakarta. 

, 20 1 2 ,  Teori Hukum, Cetakan Keenam, Cahaya Atma 

Pust aka, Y ogyakarta. 

Moeljatno, 2008, Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum 

UGM, Y ogyakarta. 

Nurbaini, Salim, 20 1 4, Penerapan Teori Hukian Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Prodjohamidjojo, Marti.man, 1 983, Sistem Pembuktian dan A lat-Alat Bukti, Ghaha 

Indonesia, Jakarta. 

Poernomo, B ambang, 1 994, Asas-Asas Hukum Pidana, Gha1ia Indonesia, 

Jakarta. 

Sidharta, 2005,  lnisiat!f Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Indonesia (Menuju Harmonisasi Si.stem Hukum Sebagai Pilar 

pus, HadjoHadjoHad n, 2002, Pengantar Administrasi Negara, Gaj

University, Yogyakarta. 

Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana NormatiJ: Normati: Normati Teoritis, Praktt

Permasalahannya, masalahannya, masalahann PT. Alumni, Bandung. 

, , 2007, Pembahkan Beban . Pembuktian Tindak Pidana 

Penerbit PT. Alumni, Bandung. 

Marzuki, Peter, 2005,  Penelitian Hukum, Cetakan ke- 1 ,  

Jakarta. 

2008,  PenyalahgPenyalahgPen unaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum 

Hukum Pidaria Nasional, PT Raj a  Raj a  Ra Grafindo Persada, Jakarta

no, Sudikno, 2002,Mengenal Hukum (Suatu P engantar)

Ketiga, Liberty, Y ogyakarta. 

, , 20 1 2 ,  Teori Hukum, Cetakan Keenam, Cahaya 

Pust aka, Pust aka, Pust Y ogyakarta. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia), Kernenterian Perencanaan 

Pernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional, 

Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Ke1::j asama dengan Mitra Pesisir/Coastal Resources 

Management Projec� II, Jakarta. 

Siahaan, N.H.T, 2002, Money Laundering- Pencucian Uang dan kejahatan 

Perbankan, P ustaka sinar Harapan, Jaka11a. 

, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Edisi 

Revisi, P ustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Siswanto, H, 2012,  Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-undang 

Narkotika Nomor 35 tahun 2009),  PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Soekanto, Soerj ono, 1 995,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia 

(UI) Press), Jakarta. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj i ,  200 1 ,  Penelitian Hukum Normatij; PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

S udarto, 1 996, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 

, 1 993, Hukum Pidana dan Perkembangan Jvfasyarakat, Kajian Terhadap 

Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Barn, B andung. 

Walyudi, 2 004, Hukzan Pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan 

praktisi, Mandar Maj u, B andung. 

waluyo, Barnbang, 1 99 1 ,  Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

U, Alifia, 2008, Apa !tu Narkotika. dan Napza, PT Bengawan Ilrnu, Semarang. 

Wiyono, R, 20 1 4, Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan 

B. Jurnal 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Eka Martiana Wulansari, Pengembahan B eban Pembuktian Dalam Upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, 

Revisi, P ustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

2012,  Politik Hukum Dalam UndangUndangUnd -undang-undang ang -undang -und Narkotika rkotika r (Und

NarkotikNarkotikNar a kotika kotik Nomor 35 tahun 2009),  2009),  2009 PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Soerj oerj oer no, 1 995,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

(UI) Press), Jakarta. 

oerjono dan Sri Mamudj i ,  Mamudj i ,  Mamud 200 1 ,  Penelitian Hukum Normatij; 

Grafindo Persada, Jakarta. 

96, Hukum dan Hukum Pidana, Pidana, Pid Alumni, Bandung. 

93, Hukum Pidana dan Perkembangan JvfasJvfasJvf yarakat, asyarakat, as Kajian Kajian Ka

Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana, Pid Sinar Barn, B andung. 

04, Hukzan Pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa 

praktisi, Mandar Maj uMaj uMa , B andung. 

Barnbang, 1 99 1 ,  Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar 

Jakarta. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



109 

Vol. 8 No. 2 - Juni ,  Penerbit D irektorat Jenderal peraturan perundang

undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 

Selatan, 20 1 1 . 

Sunarmi dkk, dalam j urnal 'Tinj auan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak 

Pidana Pencucian Uang", 20 1 1 

Muhammad Neil el Himam, Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses 

Pembuktian, Makalah disampaikan pada Seminar tentang D igital 

Forensik, Semarang, 24 Oktober 2 0 1 2 .  

Andi Hamzah, Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Behan 

Pembuktian, yang disampai kan dalam seminar Nasional di Fakultas 

Hukum Universitas Trisakti dengan tema "Debat Publik Pembuktian 

Terbalik", (Jakarta 1 1  Juli 200 1 ).  

Hasil Wawancara dengan Mian Munthe, selaku hakim tindak pidana korupsi 

sekaligus wakil ketua Pengadian Negeri Medan, pada tanggal 1 0  

Maret 20 1 7  

l H. Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh: Dj asadin Saragih, Pokok-pokok Hukum 

Perikatan, tanpa penerbit, S urabaya, 1 985 

Kuntoro Basuki, "Pengembal ian Aset Korupsi dalam Persfektif Hukum Perdata", 

Makalah Disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasioal 

( SPHN 2 007), Hotel Millenium, Jakarta, Tanggal 2 8  s/d 29 Nopember 

2007. 

Abdul Latief. Tindak Pidana Korups i  dan Problematikanya Dalam Praktik 

Penerapan Hukum.Maj alah Hukum V ARIA PERADILAN. Tahun 

XXVIII No. 324 November 2 0 1 2 . Jakarta pusat : Ikatan Hakim 

Indonesia (IKAHI). 

C. Perundang-unda ngan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Undang-undang Nomor 3 1  Tahun 1 999 sebagai mana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 200 1 . 

Hamzah, Ide Yang Melatarbellatarbellatar akangi Penerapan Pembalik

Pembuktian, yang disampai kan dalam seminar Nasional di 

Hukum Universitas Trisakti dengan tema "Debat Publik Pemb

Terbalik", (Jakarta 1 1  Juli 200 1 ).  

Wawancara dengan Mian Munthe, selaku hakim tindak pidana 

sekaligus wakil ketua Pengadian Negeri Medan, pada tanggal 

Maret 20 1 7  

uwenhuis, diterjediterjediter mahkan oleh: Dj asadin Saragih, Pokok-pokok Pokok-pokok Pokok-

Perikatan, tanpa penerbit, S urabaya, 1 985 

Basuki, "Pengembal ian Aset Korupsi dalam Persfektif Hukum 

Makalah Disampaikan pada Seminar Pengkajiagkajiagka n j ian j ia Hukum 

( SPHN 2 007), Hotel Millenium, Jakarta, Tanggal 2 8  s/d 29 

2007. 

ef. Tindak Pidana Korups i  dan Problematikanya Dalam 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1 1 0 

Undang-undang Nomor 1 4  Tahun 1 970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-undang Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Undang-undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 20 1 0  Tentang P encegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana P encucian U ang 

D. Internet 

Aquina, Dwifantya dan Anssyari, Syahrul, 20 1 4, PPA TK minta Penegak Hukum 

samakan Persepsi soal Pencucian Uang, dalam 

http://www.m.news.viva.com (diakses pada Rabu, 3 Agustus 20 1 6). 

Romli Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas 

Paradigma Individualistik, 20 1 5  dalam www. tokoh 

indonesia. l ikasi/ artic le/3 asas

praduga-tak-bersalah di unduh pada 8 Januari 2 0 1 7  pukul 1 3 .00 .  

Razif Novwan Putranto & Law Finn Per.erapan Azas Pembuktian Terbalik dalam 

Perkara Korupsi, http://vvww. rnplawfinn.com/?p=publication&id=8& 

title=azaz-pembuktian, diakses pada tanggal 1 1  Februari 2 0 1 7  

Internet 

Dwifantya dan Anssyari, Syahrul, 20 1 4, PPA TK minta Penegak 

samakan Persepsi soal Pencucian Uang, 

http://www.m.news.viva.com (diakses pada Rabu, 3 Agustus 

Atmasasmita, Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi 

Paradigma Individualistik, 20 1 5  dalam www. 

indonesia. indonesia. l l ikasikasi/ i/ artic artic le/3 le/3 

praduga-tak-bersalah di unduh pada 8 Januari 2 0 1 7  pukul 1 3

Novwan Putranto & Law Finn Per.erapan Azas Pembuktian Terbalik 

Perkara Korupsi, Korupsi, Koru http://vvww. rnplawfinn.com/?p=publication&id=8& 

title=azaz-pembuktian, diakses pada tanggal 1 1  Februari 2 0

UNIVERSITAS MEDAN AREA




